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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KLATEN 

NOMOR       TAHUN  2023     

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  

SUMBER DAYA MANUSIA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KABUPATEN KLATEN 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 1 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang berbunyi 

Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan 

dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap 

jenis pelayanan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Klaten tentang Standar Pelayanan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 

Mengingat  

 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Provinsi 

Jawa Tengah; 

3. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik;   

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik;   
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5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara;   

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja; 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja;   

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 

Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik;   

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik;   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah;   

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2019 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten; 



15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten; 

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayan Publik di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Klaten; 

19. Peraturan Bupati Nomor Nomor 18 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Klaten; 

20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Klaten; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :    

KESATU  : Standart Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Standart Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU Keputusan ini terdiri dari : 

1. Penerimaan Surat Masuk; 

2. Penanganan Pengaduan; 

3. Legalisir; 

4. Cuti Pegawai ke Luar Negeri; 

5. Penjatuhan Hukuman Disiplin; 

6. Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS); 

7. Izin Perceraian; 

8. Penetapan Cacat; 

9. Penetapan Penyakit Akibat Kerja; 

10. Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS; 

11. Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS; 

12. Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas; 

13. Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/b ke Bawah; 

14. Penetapan Jaminan Akibat Kecelakaan Kerja; 



15. Pemberian Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya; 

16. permohonan Izin Belajar; 

17. Permohonan Tugas Belajar; 

18. Penempatan Kembali PNS Setelah Tugas Belajar; 

19. Seleksi Penerimaan CPNS; 

20. Kenaikan Jabatan Fungsional;  

21. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;  

22. Mutasi Masuk PNS; 

23. Mutasi Keluar PNS; 

24. Mutasi Intern PNS; 

25. Penugasan sebagai Plt/PLH; 

26. Pemberhentian dari Jabatan Struktural; 

27. Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/c keatas; 

28. Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b; 

29. Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah; 

30. Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS; 

 

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum 

KEDUA Keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman bagi 

setiap pelaksana pelayanan publik di Lingkungan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Klaten 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Klaten  

pada tanggal  

 

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  

KABUPATEN KLATEN 

 

 

SLAMET 

 

 

 

 

 

03 Januari 2023


